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i Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2016
 KATA PENGANTAR
 Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah Nya Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2016 ini dapat tersusun tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap entitas akuntabilitas kinerja baik pusat maupun daerah diharuskan untuk menyusun Laporan Kinerja dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukannya dalam satu tahun. Laporan Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Biro Organisasi dan Kepegawaian merupakan salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Sebagai unit kerja setingkat eselon II, Biro Organisasi dan Kepegawaian diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerjanya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2016 disusun dengan bertitik tolak pada Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang memuat sasaran, kegiatan, indikator kinerja utama, dll. Di dalam Laporan Kinerja yang telah disusun juga terdapat penjabaran Hasil Analisa Capaian Kinerja Per Output Kegiatan Tahun 2016 dan Realisasi Anggaran yang menjadi pertimbangan dalam hal pencapaian efisiensi penggunaan sumber daya. Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan kami. Tidak lupa kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan kinerja yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang kita kerjakan bersama.
 Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Abdul Halim
  asus
 Typewritten text
 ttd
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ii Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2016
 RINGKASAN EKSEKUTIF Pembangunan pertanian yang berorientasi pada sistem dan usaha agribisnis merupakan
 pembangunan yang sangat kompleks yang melibatkan sub-sub sistem, mulai dari hulu sampai
 dengan hilir. Sedangkan dilihat dari aspek-aspeknya, pembangunan pertanian juga merupakan
 pembangunan yang mempunyai cakupan aspek yang luas, mulai dari sumber daya (modal, lahan,
 sumber daya manusia, teknologi, dsb) sampai dengan sistem administrasi dan manajemen.
 Pembangunan pertanian yang saat ini diselenggarakan dilakukan dalam suatu kondisi masyarakat
 yang lebih kritis dengan tuntutan pelayanan dan perhatian pemerintah yang lebih tinggi, iklim
 demokratisasi yang mulai berkembang, serta membanjirnya produk-produk pertanian dari luar
 negeri. Sedangkan dalam sistem pemerintahan nasional juga terjadi perubahan yang cukup
 mendasar yakni otonomi daerah.
 Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang
 Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber daya
 Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka
 Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang baru saja diubah dengan
 terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999
 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Otonomi daerah telah merubah
 paradigma sentralistis menjadi desentralistis, yang ditandai dengan dilaksanakannya otonomi
 daerah sebagaimana ditetapkan.
 Pelaksanaan otonomi daerah tersebut, telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam
 tatanan pemerintahan yang disebabkan oleh terjadinya peralihan urusan/kewenangan, yaitu dari
 Pemerintah Pusat kepada Propinsi atau Kabupaten/Kota, dan Propinsi kepada Kabupaten/Kota.
 Pembangunan Pertanian yang modern, tangguh dan efisien dengan orientasi pada sistem
 agribisnis sebagaimana diuraikan diatas hanya bisa diwujudkan apabila didukung oleh sumber
 daya manusia (SDM) aparatur pertanian dan sistem administrasi dan manajemen pembangunan
 pertanian yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembangunan SDM Aparatur Pertanian dan
 sistem Administrasi dan Manajemen Pembangunan Pertanian ini sangat diperlukan dan bahkan
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iii Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2016
 merupakan bagian yang tak terpisahkan (condition sine quanon) dari pembangunan pertanian itu
 sendiri (to develop the administration in order to administrate the development efficiency)
 Upaya untuk mewujudkan suatu SDM Aparatur Pertanian dan sistem administrasi dan manajemen
 pembangunan pertanian yang handal secara konsisten terus menerus dilakukan, yang meliputi
 upaya untuk mewujudkan suatu kelembagaan pertanian yang kokoh dan professional,
 penyusunan sistem dan prosedur yang efektif dan efisien, dan pengembangan jabatan fungsional
 Rumpun Ilmu Hayat sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur
 pertanian yang professional, pengembangan budaya kerja serta pelayanan administrasi
 kepegawaian yang efektif dan efisien.
 Perkembangan lingkungan strategis tersebut diatas baik domestik maupun internasional secara
 tidak langsung telah menempatkan Biro Organisasi dan Kepegawaian yang secara operasional
 bertanggung jawab dalam pembangunan sistem administrasi dan manajemen pada kedudukan
 yang penting dan strategis, khususnya dalam pembentukan kelembagaan yang kokoh dan
 professional, penyusunan sistem dan prosedur yang dapat menjamin efektifitas dan efisiensi
 dalam pembangunan pertanian, serta peningkatan profesionalisme SDM aparatur pertanian, yang
 kesemuanya sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan sistem dan usaha agribisnis.
 Dalam tahun 2016, program kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian diletakkan dalam kerangka
 mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian, melalui
 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 Aparatur Pertanian.
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1 Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2016
 Bab I. Pendahuluan
 BAB I
 PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang
 Dalam rangka pembangunan SDM aparatur pertanian di era reformasi birokrasi, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai peranan yang penting dan strategis terutama dalam upaya mengembangkan sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang proporsional, profesional, efektif dan efisien, yang merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam good governance pada pelaksanaan pembangunan pertanian pada khususnya.
 Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan administrasi dan manajemen di lingkungan Kementerian Pertanian, menempatkan Biro Organisasi dan Kepegawaian pada suatu kedudukan yang spesifik yaitu sebagai in house consultant management di lingkungan Kementerian Pertanian.
 Peran dan kedudukan Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi sangat penting dan strategis sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang baru saja disempurnakan kembali dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan pembagian urusan pemerintah, propinsi dan kabupaten/kota, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria yang sangat diperlukan dalam rangka operasionalisasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Daerah. Selain itu, saat ini kedudukan Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi semakin penting, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025, dan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2015-2019, yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, Biro Organisasi dan Kepegawaian berkedudukan sebagai unit kerja yang mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Pertanian.
 B. Organisasi dan Fungsi
 Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyelenggarakan fungsi pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat Kementerian Pertanian. Dalam hal pengorganisasian, ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian secara operasional fungsi tersebut merupakan tanggung jawab Biro Organisasi dan Kepegawaian yang berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
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2 Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2016
 Bab I. Pendahuluan
 tersebut, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, perencanaan dan pengembangan pegawai, serta mutasi pegawai. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional serta
 pengembangan budaya kerja; b. Koordinasi dan penyempurnaan tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi; c. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai; d. Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian. Sedangkan susunan organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang secara substantif menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian seperti pada Lampiran 1.
 C. Sumber Daya Manusia
 Jumlah pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian per tanggal 31 Desember 2016 berjumlah 202 orang. Dari total jumlah pegawai tersebut terdapat 38 orang pegawai yang diperbantukan pada instansi pemerintah lain sehingga total jumlah pegawai yang ada di Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah sebanyak 164 orang. Dari total jumlah pegawai tersebut, terdiri dari pegawai golongan I sebanyak 3 orang, II sebanyak 29 orang, golongan III sebanyak 116 orang dan golongan IV sebanyak 16 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah SD-SLTA sebanyak 48 orang, Diploma sebanyak 10 orang, S1 sebanyak 76 orang, dan S2 sebanyak 30 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar di Bagian Organisasi sebanyak 16 orang, Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi serta Klinik Pratama Kementan sebanyak 73 orang. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai sebanyak 36 orang, Bagian Mutasi sebanyak 28 orang, dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebanyak 11 orang. Secara rinci, sebaran jumlah pegawai di lingkungan Biro Organisasi dan Kepegawaian seperti pada Lampiran 2.
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Bab II. Perencanaan Kinerja
 3 Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2016
 BAB II
 PERENCANAAN KINERJA Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Oleh karena itu ketersediaan rencana strategis (Renstra) dan penetapan kinerja (perjanjian kinerja) sebagai tolok ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya.
 A. Rencana Strategis
 Rencana Strategis merupakan suatu bentuk perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2015 - 2019 ini merupakan pelaksanaan program yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Seketariat Jenderal Tahun 2015 – 2019, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
 Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian telah disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2015 – 2019 dan juga mempertimbangkan aspek tugas pokok fungsi organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/08/2015, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan kepegawaian.
 Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 1. penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, serta pengembangan jabatan
 fungsional dan budaya kerja; 2. penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi
 lingkup Kementerian Pertanian serta penyelenggaran sistem pengendalian internal lingkup Sekretariat Jenderal;
 3. pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai; 4. pelaksanaan mutasi pegawai; dan 5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Kepegawaian.
 Dengan memperhatikan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka ditetapkanlah visi, misi, tujuan, dan sasaran, sebagai berikut: 1. V I S I
 “Menjadi agen perubahan (agent of change) dalam memperkuat kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien serta meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur pertanian”.
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 2. M I S I Sesuai visi tersebut di atas, dapat dirumuskan misi Biro Organisasi dan Kepegawaian : a. Memperkuat kelembagaan pertanian yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang
 jelas serta sesuai dengan beban tugasnya. b. Memperkuat ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan
 pemerintah. c. Meningkatkan kualitas penerapan budaya pelayanan prima kepada seluruh
 stakeholders. d. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kinerja sumber daya manusia
 aparatur pertanian.
 3. TUJUAN
 Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka tujuan jangka panjang Biro Organisasi dan Kepegawaian : a. Memperkuat kelembagaan bidang pertanian (Pusat dan Daerah) yang tepat
 ukuran dan fungsi. b. Memperkuat ketatalaksanaan birokrasi pertanian (sistem, prosedur dan tata
 hubungan kerja) yang lebih efektif dan efisien. c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanian (pelayanan prima
 kepada stakeholders). d. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja SDM aparatur pertanian yang lebih
 baik. e. Meningkatkan pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai. f. Melaksanakan fasilitasi di bidang perencanaan, ketatausahaan, dan
 kerumahtanggaan dalam pencapaian output strategis biro.
 4. SASARAN STRATEGIS
 Berdasarkan tujuan tersebut diatas, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya organisasi birokrasi pertanian (pusat dan daerah) dengan tugas
 pokok dan fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih serta struktur organisasi yang sesuai dengan beban tugasnya.
 b. Meningkatnya sistem, prosedur, dan tata hubungan kerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah.
 c. Terwujudnya budaya kerja aparatur pertanian sesuai dengan nilai-nilai yang ada serta penerapan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder bidang pertanian.
 d. Terwujudnya profesionalisme dan kinerja pegawai yang baik melalui penerapan sistem manajemen ASN; perencanaan, pengembangan karir, dan kinerja pegawai.
 e. Meningkatnya pembinaan, layanan administrasi, dan kesejahteraan pegawai. f. Melakukan fasilitasi di bidang perencanaan, ketatausahaan, dan
 kerumahtanggaan dalam pencapaian output strategis biro.
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 5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
 Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi yang dimiliki Biro Organisasi dan Kepegawaian, dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara atau strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijaksanaan, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program operasional dan kegiatan, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : a. Kebijakan
 Dalam rangka pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran, maka dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang dimiliki, arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka pembinaan aparatur pertanian adalah kebijakan peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan SDM aparatur pertanian.
 b. Strategi
 Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara (strategi) pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Strategi yang ditempuh Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :
 1) Stream lining organisasi melalui penajaman visi, misi, tugas pokok dan
 fungsi guna memperoleh bentuk organisasi birokrasi yang profesional sesuai dengan beban tugasnya.
 2) Penyempurnaan ketatalaksanaan (sistem, prosedur dan tata kerja) agar tercapai koordinasi dan sinkronisasi yang setepat-tepatnya antar unit kerja lingkup Kementan dan dengan instansi terkait.
 3) Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur pertanian melalui pengembangan jabatan fungsional dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan.
 4) Meletakkan landasan yang kokoh bagi terselenggaranya otonomi daerah di bidang pertanian secara efektif dan efisien.
 5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir dalam penyelenggaraan administrasi dan manajemen pembangunan pertanian.
 6) Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian secara lebih terkoordinasi antara instansi terkait (pelayanan satu atap).
 c. Kegiatan
 Sesuai dengan kebijakan reformasi perencanaan dan anggaran, khususnya terkait dengan pengukuran kinerja unit kerja, capaian program dalam bentuk outcome menjadi tanggung jawab Kementerian dan Unit Kerja Eselon I, sedangkan pada tingkatan unit kerja eselon II dan Unit Kerja Mandiri bertanggung jawab pada
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 capaian kegiatan dalam bentuk output. Sehubungan dengan itu kegiatan-kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian dilakukan untuk mencapai kinerja program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Mengacu pada program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut di atas, nama kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Kepegawaian.
 d. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Kementerian Pertanian adalah telah dikeluarkan peraturan Menteri Pertanian RI tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019. Berdasarkan aturan tersebut Biro Organisasi dan Kepegawaian memiliki Indikator Kinerja Utama sebagai berikut;
 1. Nilai Indeks Kelembagaan 2. Nilai Indeks Ketatalaksanaan 3. Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 4. Nilai Indeks Sistem Manajemen ASN 5. Nilai Indeks Pelaksanaan Tugas di Bidang Kepegawaian, Ketatalaksanaan,
 dan Kepegawaian
 Indikator Kinerja Utama disusun sebagai intrumen yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi serta pelaksanaan kegiatan. Selain itu, Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama ini akan menjadi salah satu bahan dalam usaha perbaikan kinerja kedepan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Target kinerja dari masing – masing indikator adalah sebagai berikut;
 No. IKU Target
 Ket. 2016 2017 2018 2019
 1 2 3 4 5 6 7
 1 Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah (UPT). (Indeks)
 78 80 82 85
 2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Kepatuhan SPP). (Indeks)
 94 96 98 100 Road Map RB Nasional
 3 Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan. (Indeks)
 73 76 80 85
 4 Penataan Sistem Manajemen ASN. (Indeks)
 75 80 83 86 Road Map RB Nasional
 5 Pengukuran Pelaksanaan Tugas Di Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian. (Indeks)
 75 80 82 85
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 B. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016
 Kontruksi Rencana Kinerja Strategis di atas selanjutnya dijabarkan secara lebih fokus dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Organisasi dan Kepegawaian. Rencana Kinerja Tahunan merupakan sebuah rencana pencapaian kinerja yang akan direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Sedangkan Perjanjian Kinerja merupakan Kontrak Kinerja antara kepala satuan kerja dengan atasannya langsung dalam satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang telah dilakukan evaluasi skala prioritas berdasarkan ketersediaan anggaran. Penetapan kinerja juga akan menjadi dasar dalam menyusun laporan kinerja dengan memperhatikan seluruh hasil analisis capaian kinerja yang diukur secara komprehensif. Rencana dan Penetapan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian pada tahun 2016 dapat diuraikan seperti pada tabel di bawah ini.
 Sasaran Strategis Indikator Kinerja (Output Kegiatan) Target
 A. Terwujudnya organisasi birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas, dan fungsi yang jelas dan dengan struktur yang proporsional dengan beban tugasnya
 Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah (UPT) Output : 1. Penataan Organisasi Kementerian Pertanian 2. Penataan Organisasi UPT Kementan 3. Peningkatan Efektifitas Kelembagaan SKPD
 Bidang Pertanian 4. Penataan dan Evaluasi Analisis Jabatan dan
 Analisis Beban Kerja Aparatur Kementerian Pertanian
 5. Forum Koordinasi UPT Lingkup Kementan
 Nilai Indeks Penataan Kelembagaan Pusat dan Daerah (UPT) sebesar 78
 B. Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan budaya kerja
 Pembinaan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Output : 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang
 Pertanian 2. Bimbingan Teknis Pelayanan Prima pada Unit
 Kerja Pelayanan Publik Kementerian Pertanian
 Nilai Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Lingkup Kementan (Kepatuhan SPP) sebesar 94
 C. Terwujudnya sistem, prosedur, dan tata kerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta reformasi birokrasi
 Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan Output : 1. Penyusunan Sistem, Prosedur, dan Pembakuan
 Sarana Kerja 2. Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementan dan
 SOP 3. Fasilitasi Penyusunan NSPK dan Tata Hubungan
 Kerja 4. Desiminasi Pelaksanaan Peningkatan Capacity
 Building
 Nilai Indeks Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan sebesar 73
 D. Meningkatnya kualitas perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai
 Penataan Sistem Manajemen ASN Output : 1. Pengelolaan Data Aparatur Kementan 2. Penilaian Kompetensi Aparatur Lingkup
 Kementan 3. Seleksi Terbuka Jabatan Struktural
 Nilai Indeks Penataan Sistem Manajemen ASN sebesar 75
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 Sasaran Strategis Indikator Kinerja (Output Kegiatan) Target
 4. Evaluasi Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
 5. Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
 6. Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai 7. Pemberian Tanda Jasa/Kehormatan/
 Penghargaan Kementan 8. Pengembangan Karir Pegawai 9. Perencanaan Kebutuhan Pegawai 10. Penyusunan Standar Kompetensi ASN 11. Fasilitasi Pengangkatan Pejabat Struktural
 E. Terwujudnya pembinaan dan pelayanan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang lebih efektif dan efisien
 1. Pelayanan Administrasi dan Kesejahteraan
 Pegawai
 2. Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui
 Organisasi Kedinasan
 Nilai Indeks Pelaksanaan Tugas Di Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian sebesar 75
 Tabel 1. Ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2016
 SASARAN
 STRATEGIS INDIKATOR
 KINERJA TARGET
 1 2 3
 Meningkatnya kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan kepegawaian dalam agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan
 1. Nilai Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah (UPT)
 2. Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian
 3. Nilai Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan
 4. Nilai Penataan Sistem Manajemen ASN
 5. Nilai Pelaksanaan Tugas Di Bidang Kelembagaan,
 Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian
 1. 78 (Indeks)
 2. 94 (Indeks)
 3. 73 (Indeks)
 4. 75 (Indeks)
 5. 75 (Indeks)
 Kegiatan Anggaran Penataan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan Rp. 27.140.000.000,- Dan Kepegawaian
 Tabel 2. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2016
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 BAB III
 AKUNTABILITAS KINERJA
 A. Capaian Kinerja Organisasi
 Pelaksanaan kegiatan tahun 2016 merupakan tahun kedua dari penjabaran rencana kinerja periode 2015 – 2019. Dalam rencana kinerja 2015 – 2019, program kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian pada umumnya berupa pemantapan – pemantapan dari program kerja periode sebelumnya. Fokus kegiatan pada tahun ini lebih ditekankan pada penguatan area perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yaitu pada Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Kepegawaian, dan Pelayanan Publik. Selain itu, kegiatan juga difokuskan untuk menindaklanjuti peraturan yang baru terbit pada tahun ini dan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, Kemendagri, dan Badan Kepegawaian Negara. Pada pertengahan tahun 2015 telah dilakukan restrukturisasi indikator kinerja lingkup Kementerian Pertanian untuk diterapkan dalam perencanaan tahun 2016 - 2019, sehingga dalam pelaporan kinerja instansi tahun 2016, Biro Organisasi dan Kepegawaian menggunakan indikator kinerja yang baru ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian. Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, indikator kinerja terbagi menjadi: I. Indikator kinerja utama, terdiri atas;
 1. Nilai Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah (UPT) (komponen pengungkit nilai reformasi birokrasi)
 2. Nilai Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan (komponen pengungkit nilai reformasi birokrasi)
 3. Nilai Penataan Sistem Manajemen ASN (komponen pengungkit nilai reformasi birokrasi) 4. Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Kepatuhan
 Standar Pelayanan Publik) II. Indikator kinerja penunjang yaitu indeks pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan,
 ketatalaksanaan, kepegawaian, dan pelayanan publik (Survey Internal Biro OK) 3 (Tiga) indikator kinerja utama (Nomor 1, 2, dan 3) merupakan komponen pengungkit dari hasil penilaian RB Kementerian Pertanian. Indikator kinerja kualitas pelayanan publik mengacu pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman dalam mengevaluasi pelaksanaan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kementerian Pertanian. Indikator terakhir merupakan indikator kinerja penunjang yang dilakukan untuk mengukur kualitas pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh bagian umum atau subbagian tata usaha pada UPT lingkup Kementan. Sampai akhir tahun 2016, Tim Evaluasi RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara belum mengeluarkan Hasil Penilaian Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, capaian hasil pelaksanaan komponen pengungkit nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2016 akan menggunakan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan
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 Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh Tim RB Kementan dan Inspektorat Jenderal Kementan dan akan disandingkan dengan capaian PMPRB tahun sebelumnya. Gambaran capaian kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian dapat diketahui dari hasil analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja jangka menengah, dan analisis lainnya. Analisis capaian kinerja tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:
 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
 Capaian Kinerja
 Meningkatnya kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan kepegawaian dalam agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan
 1. Nilai Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah (UPT)
 78 *80,67 103,42
 2. Nilai Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan
 73 *89,20 122,19
 3. Nilai Penataan Sistem Manajemen ASN
 75 *95,47 127.29
 4. Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Lingkup Kementan (Kepatuhan SPP)
 94 98,62 104,91
 5. Nilai Indeks Kepuasan Layanan Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Kepegawaian
 75 75,38 100,51
 Tabel 3. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016
 Catatan *): Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian dilakukan dengan mengacu pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah. Hasil PMPRB Kementan Tahun 2015 telah disampaikan kepada Menteri PAN dan RB pada tanggal 26 Agustus 2016 melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-3126/OT.240/A/08/2016. Capaian Hasil PMPRB Kementan Tahun 2015 dan 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;
 No Komponen Penilaian Nilai
 Maksimal
 2016 2015 % Kenaikan (Penurunan) Nilai
 Capaian %
 Capaian Nilai
 Capaian %
 Capaian
 1 2 3 4 5 6 7 8 A PENGUNGKIT
 1 Manajemen Perubahan 5 4,26 85,20% 3,39 67,80% 25,66%
 2 Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 5 3,75 75,00% 4,59 91,80% -18,30%

Page 21
						

Bab III. Akuntabilitas Kinerja
 11 Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2016
 No Komponen Penilaian Nilai
 Maksimal
 2016 2015 % Kenaikan (Penurunan) Nilai
 Capaian %
 Capaian Nilai
 Capaian %
 Capaian
 1 2 3 4 5 6 7 8 3 Penataan dan Penguatan
 Kelembagaan 6 4,84 80,67% 3,49 58,17% 38,40%
 4 Penataan Tata Laksana 5 4,46 89,20% 3,09 61,80% 44,34%
 5 Penataan Sistem Manajemen SDM
 15 14,32 95,47% 11,83 78,87% 21,05%
 6 Penguatan Akuntabilitas 6 4,07 67,83% 2,72 45,33% 49,63%
 7 Pegnuatan Pengawasan 12 10,39 86,58% 8,64 72,00% 20,25%
 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 6 5,63 93,83% 4,56 76,00% 23,46%
 Sub Total Komponen Pengungkit
 60 51,72 86,18% 42,31 70,52% 22,22%
 B HASIL
 1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja
 20 15,2 76,00% 13,8 69,00% 10,14%
 2 Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
 10 7,25 72,50% 7,75 77,50% -6,45%
 3 Kualitas Pelayanan Publik 10 8,05 80,50% 8 80,00% 0,63%
 Sub Total Komponen Hasil 40 30,5 76,25% 29,55 73,88% 3,21%
 Indeks Reformasi Birokrasi 82,22 71,86 14,40%
 Rincian penjelasan dari analisa capaian kinerja indikator komponen pengungkit nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian (IKU nomor 1, 2, dan 3) dapat dijabarkan sebagai berikut; 1. Nilai Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah (UPT)
 Penguatan kelembagaan merupakan salah satu wujud pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan di Kementerian Pertanian. Arah penyusunan kelembagaan Kementerian Pertanian dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Berdasarkan peraturan tersebut, besaran organisasi masing-masing eselon I tidak harus sama dan seragam tetapi sesuai dengan beban tugasnya. Target kinerja penataan dan penguatan kelembagaan pusat dan daerah (UPT) pada tahun 2016 sebesar 78 (indeks). Berdasarkan tabel analisis capaian kinerja diatas dapat diketahui bahwa hasil penilaian PMPRB yang dilakukan oleh internal Kementerian Pertanian mendapatkan nilai sebesar 80,67 atau tercapai sebesar 103,42%, melebihi target yang telah ditetapkan.
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 Hasil capaian PMPRB untuk indikator penataan dan penguatan kelembagaan pusat dan daerah (UPT) tahun 2016 jika dibandingkan dengan capaian PMPRB tahun sebelumnya menunjukkan bahwa capaian indikator ini NAIK cukup tinggi atau sebesar 38,68%. Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah (Indeks) selama periode tahun 2014 – 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;
 Tahun Target Realisasi %
 2014 - 58,17 -
 2015 - 58,17 -
 2016 78 80,67 103,42
 Tabel 4. Capaian Indikator Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah (UPT) Tahun 2014 – 2016
 Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas kelembagaan dan menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah, antara lain; 1) Penyusunan Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV
 Penetapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian telah ditindaklanjuti dengan penyusunan uraian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV lingkup Kementerian Pertanian. Penyusunan dan pembahasan mengenai hal tersebut telah dilakukan secara intensif, yang melibatkan seluruh unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Hasil pembahasan telah menghasilkan beberapa peraturan tentang uraian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV dengan rincian sebagai berikut; Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 19/Permentan/
 OT.040/5/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal;
 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 20/Permentan/ OT.040/5/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 21/Permentan/ OT.040/5/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 22/Permentan/ OT.040/5/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 23/Permentan/ OT.040/5/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Badan Ketahanan Pangan;
 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 24/Permentan/ OT.040/5/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Badan Karantina Pertanian;
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 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 30/Permentan/ OT.040/6/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Inspektorat Jenderal;
 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 31/Permentan/ OT.040/6/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 41/Permentan/-OT.040/8/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 52/Permentan/ OT.040/11/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 53/Permentan/-OT.040/11/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
 2) Evaluasi UPT Eselon II lingkup Kementerian Pertanian
 Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi UPT di lingkungan Kementerian Pertanian yang lebih efektif dan efisien, telah dilakukan evaluasi secara intensif atas seluruh Unit Pelaksana Teknis Eselon II lingkup Kementerian Pertanian. Dasar hukum evaluasi UPT Lingkup Kementerian Pertanian adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah. Pelaksanaan evaluasi organisasi UPT Kementerian Pertanian difokuskan pada UPT tingkat eselon II meliputi balai besar, pusat, dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian. Proses evaluasi organisasi dilakukan melalui kerja sama dengan PT Sinergi Consulting/PT Sinergi Pakarya sebagai pendamping dalam penyusunan bahan kajian evaluasi UPT Eselon II lingkup Kementerian Pertanian.
 3) Peningkatan Efektifitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Pertanian
 Dalam rangka tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 232 ayat (1) menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan pemerintah”, tanggal 19 Juni 2016 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Menindaklanjuti Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut, untuk menentukan besaran intensitas urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian, Kementerian Pertanian telah melakukan pengukuran di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Hasil pemetaan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 digunakan sebagai penentuan besaran organisasi di provinsi dan kabupaten/kota, sesuai tipologi untuk masing-masing urusan tersebut sebagai pedoman pembentukan organisasi bagi daerah telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas
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 Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini sejalan dengan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Pedoman Nomenklatur masing-masing urusan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan LPNK yang membidangi urusan tersebut.
 Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja pada indikator penataan dan penguatan kelembagaan pusat dan daerah (UPT) juga menunjukkan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan untuk segera diselesaikan pada tahun yang akan datang, yaitu antara lain; 1) Melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian tentang Uraian Tugas
 Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada masing-masing eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
 2) Melakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh UPT eselon II lingkup Kementerian Pertanian.
 3) Melakukan penyusunan uraian tugas pekerjaan unit kerja eselon iv lingkup Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.
 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 Indikator kinerja output Penataan dan Penguatan Kelembagaan pada Tahun 2016 memiliki PAGU anggaran sebesar Rp 1.404.430.000,- Dari total anggaran yang tersedia, hingga 31 Desember 2016 terealisasi sebesar Rp 1.323.439.173,- atau 94,23%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 80.990.827,- atau 5,77%.
 2. Nilai Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan
 Pendayagunaan ketatalaksanaan bertujuan untuk mewujudkan tata laksana yang ringkas, efektif, efisien, dan transparan. Kebijakan ketatalaksanaan diarahkan pada konsep manajemen modern yang cepat, akurat, pendek jaraknya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang relevan dengan fungsi organisasi. Strategi pendayagunaan ketatalaksanaan di Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui penciptaan kerangka kerja peta proses bisnis, evaluasi dan penyempurnaan standar operasional prosedur(SOP), penyusunan hubungan kerja eksternal/ tata hubungan kewenangan antar lembaga pusat dan daerah, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi (e-government). Target kinerja penataan dan penguatan ketatalaksanaan pada tahun 2016 adalah sebesar 73 (indeks). Berdasarkan tabel analisa capaian kinerja diatas dapat diketahui bahwa hasil penilaian PMPRB yang dilakukan oleh internal Kementerian Pertanian mendapatkan nilai sebesar 89,2 atau dengan kata lain tercapai sebesar 122,19%, melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil capaian PMPRB untuk indikator penataan dan penguatan ketatalaksanaan tahun 2016 jika dibandingkan dengan capaian PMPRB tahun sebelumnya (tahun 2015) menunjukkan bahwa capaian indikator ini NAIK cukup tinggi atau sebesar 44,34%. Adapun Rincian Capaian
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 Indikator Kinerja Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan (Indeks) selama periode tahun 2014 – 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;
 Tahun Target Realisasi %
 2014 - 74,30 -
 2015 - 61,80 -
 2016 73 89,20 122,19
 Tabel 5. Capaian Indikator Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan Tahun 2014 – 2016
 Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas kelembagaan dan menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan, antara lain; 1) Penyusunan Bahan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Kerja Lingkup Kementerian
 Pertanian
 Dalam penyempurnaan sistem dan prosedur kerja di lingkungan Kementerian Pertanian, salah satu yang menjadi perhatian adalah penyusunan konsep perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/7/2014 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian. Pada peraturan tersebut, peran Biro Organisasi dan Kepegawaian selaku pembina ketatalaksanaan lingkup Kementerian Pertanian belum muncul secara jelas, sehingga proses penyusunan konsep perubahan dititikberatkan pada beberapa pasal terkait yaitu; a. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum dan tatalaksana untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan penelaahan terhadap Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan.
 b. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam rangka penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum dan tatalaksana dapat mengadakan koordinasi dengan Unit Kerja Eselon I Pengusul, Unit Kerja Eselon I terkait dan instansi terkait lainnya di luar Kementerian Pertanian.
 Konsep perubahan pada peraturan ini dirasa penting agar lebih memberikan kepastian hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi ketatalaksanaan Kementerian Pertanian.
 2) Pembakuan Sarana Kerja Lingkup Kementerian Pertanian
 Penetapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian berdampak pada perubahan atas kelembagaan lingkup Kementerian Pertanian. Berdasarkan peraturan tersebut Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dihapus dan tugas fungsi terkait digabungkan ke unit kerja eselon I lainnya. Terbitnya peraturan ini juga menjadi dasar untuk segera melakukan revisi atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4668/Kpts/OT.160/9/2013 tentang Singkatan dan Akronim Unit Kerja Lingkup Kementerian Pertanian.
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 Berkenaan dengan hal tersebut, telah dilakukan proses penyusunan dan pembahasan konsep revisi atas Kepmentan Nomor 4668 Tahun 2013 dengan melibatkan seluruh unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Hasil perubahan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/OT.010/5/2016 tentang Singkatan dan Akronim Unit Kerja Lingkup Kementerian Pertanian Tanggal 11 Mei 2016.
 3) Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian
 Dalam rangka Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian telah ditetapkan Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Setjen Kementan Nomor 574/Kpts/HK.160/A2/03/2016 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian. Kelompok kerja ini, dengan dibantu oleh seorang praktisi peta proses bisnis, telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait selama tahun 2016, yaitu;
 a. Workshop Pemahaman Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian
 Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25-26 April 2016 di Bogor Jawa Barat dengan peserta berasal dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan unit kerja biro/pusat lingkup Sekretariat Jenderal. Workshop ini berlangsung dengan dipandu oleh seorang praktisi peta proses bisnis yaitu Dr. Martinus Tukiran. Dalam kegiatan ini beliau menyampaikan paparan kepada seluruh peserta mengenai konsep pemikiran dalam menyusun peta proses bisnis yang efektif dan efisien. Penyatuan persepsi setiap peserta atas konsep peta proses bisnis menjadi sangat penting karena peta proses bisnis merupakan gambaran dari seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan saling terkait antara proses bisnis satu dengan proses bisnis yang lainnya. Terdapat tiga pilar utama dalam konsep proses bisnis yaitu proses utama, proses pendukung, dan proses sumber daya. Selain itu terdapat konsep lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peta proses bisnis, yaitu penyusunan peta lintas fungsi, penyusunan SOP makro, dan penyusunan SOP mikro.
 b. Workshop Penyusunan Cross Functional Map (CFM) Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian
 Sebagai tindak lanjut dari workshop pemahaman penyusunan peta proses bisnis Kementerian Pertanian, telah dilaksanakan Workshop Penyusunan Cross Functional Map (Peta Lintas Fungsi) Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian pada tanggal 25 Oktober 2016 di Depok Jawa Barat dengan seluruh peserta yang hadir berasal dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan unit kerja Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal. Pertemuan ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dalam menyusun Peta Lintas Fungsi Kementerian Pertanian sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran, tugas, dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyusunan Peta Lintas Fungsi Kementerian Pertanian tetap berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian.
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 c. Peraturan Menteri Pertanian tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian
 Setelah melalui beberapa kali pertemuan dan pembahasan yang berkenaan dengan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian, kelompok kerja berhasil menyelesaikan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 718/Kpts/RC.020/10/2016. Keputusan Menteri Pertanian ini menjadi pedoman dan acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama SOP Mikro.
 4) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Konkuren
 Menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan urusan konkuren. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian telah menyampaikan matrik layanan utama urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam bidang pertanian dan pangan. Matrik lampiran pelaksanaan urusan pemerintah konkuren bidang pertanian dan pangan telah beberapa kali dilakukan pembahasan dengan seluruh unit kerja eselon I Kementerian Pertanian terkait. Hasil pembahasan telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor B-2039/OT.210/A2/12/2016 tanggal 1 Desember 2016.
 Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja pada indikator penataan dan penguatan ketatalaksanaan juga menunjukkan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan untuk segera diselesaikan pada tahun yang akan datang, yaitu antara lain; 1) Penyusunan Peta Relasi Fungsi dan SOP Makro Lingkup Kementan 2) Penyempurnaan lanjutan SOP Mikro lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan peta
 proses bisnis yang baru Indikator kinerja Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan pada Tahun 2016 memiliki anggaran sebesar Rp 1.591.700.000,-. Dari total anggaran tersebut, hingga akhir tahun 31 Desember 2016 terdapat anggaran self blocking sebesar Rp 400.000.000,- sehingga PAGU akhir adalah sebesar Rp 1.191.700.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 939.743.850,- atau 73,19%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 251.956.150,- atau 26,81%.
 3. Nilai Penataan Sistem Manajemen ASN
 Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara efektif dan efisien. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.
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 Target kinerja penataan sistem manajemen ASN pada tahun 2016 adalah sebesar 75 (indeks). Berdasarkan tabel analisa capaian kinerja diatas dapat diketahui bahwa hasil penilaian PMPRB yang dilakukan oleh internal Kementerian Pertanian mendapatkan nilai sebesar 95,47 atau dengan kata lain tercapai sebesar 127,29%, melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil capaian PMPRB untuk indikator penataan sistem manajemen ASN tahun 2016 jika dibandingkan dengan capaian PMPRB tahun sebelumnya menunjukkan bahwa capaian indikator ini NAIK cukup tinggi atau sebesar 21,05%. Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Penataan Sistem Manajemen ASN (Indeks) selama periode tahun 2014 – 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;
 Tahun Target Realisasi %
 2014 - 83,02 -
 2015 - 78,87 -
 2016 75 95,47 122,19
 Tabel 6. Capaian Indikator Penataan Sistem Manajemen ASN Tahun 2014 – 2016
 Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas sistem manajemen ASN dan menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja tahun ini, antara lain; 1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai Kementerian Pertanian
 Dalam rangka perencanaan penyusunan kebutuhan dan penyempurnaan e-formasi serta finalisasi peta jabatan Kementerian Pertanian, Biro Organisasi dan Kepegawaian telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain: a. Perencanaan Penyusunan Kebutuhan dan Penyempurnaan e-Formasi Tahun 2016
 bertempat di Auditorium Utama Ir. Sadikin Sumintawikarta Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen, Bogor pada tanggal 21 s/d 22 April 2016. Kegiataan ini dihadiri oleh seluruh pejabat yang membidangi fungsi kepegawaian pada masing-masing unit kerja eselon I dan Unit Pelaksana Teknis dengan mengundang narasumber dari Kementerian PAN dan RB dan Badan Kepegawaian Negara.
 b. Finalisasi Peta Jabatan Di Lingkungan Kementerian Pertanian diselenggarakan di Hotel Savero, Bogor tanggal 8-9 November 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pejabat yang membidangi fungsi kepegawaian pada masing-masing unit kerja eselon I, unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis di wilayah Jakarta dan Bogor. Target penyelenggaraan kegiatan Finalisasi Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian adalah membangun persepsi dan pemahaman yang sama dalam penyusunan peta jabatan ideal sesuai kebutuhan organisasi sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertanian. Sedangkan tujuannya adalah tersusunnya Rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian.
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 No Unit Kerja PETA JABATAN
 ES II UPT JUMLAH
 1 Sekretaris Jenderal 11 - 11
 2 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 6 - 6
 3 Ditjen Tanaman Pangan 6 3 9
 4 Ditjen Hortikultura 6 - 6
 5 Ditjen Perkebunan 6 4 10
 6 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
 6 22 28
 7 Inspektur Jenderal 6 - 6
 8 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
 5 59 64
 9 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
 4 19 23
 10 Badan Ketahanan Pangan 4 - 4
 11 Badan Karantina Pertanian 4 52 56
 J U M L A H 64 159 223
 Penyempurnaan Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian
 2) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial Kementerian Pertanian
 Kompetensi Manajerial merupakan kompetensi pemangku jabatan struktural, baik jabatan pimpinan tinggi maupun jabatan administrasi. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil, Standar Kompetensi Manajerial merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Selama tahun 2016, Kementerian Pertanian telah melaksanakan penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil khususnya untuk seluruh jabatan struktural baik jabatan pimpinan tinggi maupun jabatan administrasi. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari identifikasi dan analisis jumlah jabatan struktural. Hasil identifikasi dan analisis penyusunan standar kompetensi jabatan manajerial di lingkungan Kementerian Pertanian berdasarkan eselonisasi adalah sebagai berikut:
 ESELON JABATAN STRUKTURAL
 JUMLAH PUSAT UPT
 I/a 11 - 11
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 I/b 5 - 5
 II/a 65 7 72
 II/b - 32 32
 III/a 215 97 316
 III/b - 109 105
 IV/a 522 524 1.046
 IV/b - 38 38
 V/a - 38 38
 JUMLAH 818 845 1.663
 Jumlah Jabatan Struktural Kementerian Pertanian
 Berdasarkan Eselonering Jabatan
 Sedangkan hasil identifikasi dan analisis penyusunan standar kompetensi jabatan manajerial di lingkungan Kementerian Pertanian berdasarkan unit kerja eselon I adalah sebagai berikut:
 NO UNIT KERJA
 JABATAN STRUKTURAL JUMLAH
 PUSAT UPT
 1 Sekretariat Jenderal 170 - 170
 2 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
 79 - 79
 3 Ditjen Tanaman Pangan 79 23 102
 4 Ditjen Hortikultura 82 - 82
 5 Ditjen Perkebunan 88 26 114
 6 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
 94 146 240
 7 Inspektorat Jenderal 24 - 24
 8 Badan Litbang Pertanian 58 240 298
 9 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
 48 153 201
 10 Badan Ketahanan Pangan 48 - 48
 11 Badan Karantina Pertanian 48 257 305
 JUMLAH 818 845 1.663
 Jumlah Jabatan Struktural Kementerian Pertanian
 berdasarkan Unit Kerja Eselon I
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 Selanjutnya untuk memberikan gambaran yang sama dalam penyusunan Standar Kompetensi Manajerial telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertanian. Bimbingan Teknis ini diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Universitas Sebelas Maret, Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta, Jawa Tengah dengan mengundang + 120 (seratus dua puluh) orang peserta yang terdiri atas pejabat yang membidangi fungsi kepegawaian dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta jabatan fungsional Tertentu dan Jabatan fungsional umum pada Biro Organisasi dan Kepegawaian. Pembicara yang diundang adalah: Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN, Badan Kepegawaian Negara; Dosen STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, dan Dosen PPM Manajemen Jakarta. Hasil pelaksanaan bimtek adalah pemetaan kompetensi yang dilakukan oleh masing-masing peserta terhadap jabatan unit kerjanya masing-masing. Pelaksanaan kegiatan penyusunan standar kompetensi manajerial jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang penetapan standar kompetensi manajerial jabatan struktural di lingkungan Kementerian Pertanian yang disusun dengan pendekatan unit kerja eselon I.
 3) Seleksi Terbuka Jabatan Struktural Lingkup Kementerian Pertanian
 Kementerian Pertanian telah menyelenggarakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, dan atase pertanian di kalangan PNS secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian dan Lembaga, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan kebijakan antara lain; a. Penyelenggaraan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Pertanian
 melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53.1/Kpts/OT.160/1/2015; b. Tim Pelaksana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Pertanian
 melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 55.1/Kpts/OT.160/1/2015; c. Sekretariat Tim Pelaksana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian
 Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 55.2/Kpts/OT.160/1/2015; d. Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pertanian
 melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/OT.160/3/2015; e. Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Pertanian
 melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 351/Kpts/KP.290/6/2015; f. Tim Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pertanian melalui
 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 653/Kpts/OT.050/11/2015; g. Panitia Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Atase Pertanian di Lingkungan
 Kementerian Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 198.1/Kpts/OT.050/3/2016.
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 Tahapan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan struktural a. Pengumuman lowongan jabatan b. Seleksi Administrasi dan Seleksi Tahap Pertama (Kompetensi) c. Seleksi Tahap Kedua (Assessment Center) d. Seleksi Tahap Ketiga (Presentasi dan Wawancara) e. Penelusuran (Rekam Jejak) Calon f. Hasil Seleksi
 Panitia seleksi mengolah hasil setiap tahapan seleksi dan mengumumkan hasil setiap tahap kepada peserta seleksi;
 Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi sebanyak 3 (tiga) calon/nominasi terbaik sesuai urutan nilai tertinggi yang memenuhi persyaratan seleksi untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan struktural. Selanjutnya Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri Pertanian) mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Presiden.
 g. Tes Kesehatan dan Psikologi
 Penyelenggaraan Seleksi Terbuka Jabatan Stuktural di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 dapat dirinci sebagai berikut; A. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
 1) Gelombang I Kementerian Pertanian melalui pengumuman Nomor 263/KP.230/-A/01/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pertanian Tahun 2016. Jabatan Tinggi Madya yang dilakukan pengisian melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif berjumlah 2 (dua) jabatan yaitu:
 No Jabatan Eselon
 1. Direktur Jenderal Perkebunan I.a
 2. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional I.b
 2) Gelombang II
 Kementerian Pertanian Tahun 2016 melalui pengumuman secara online Nomor 2647/KP.230/A/07/2016 Tanggal 21 Juli 2016 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pertanian Tahun 2016 untuk 1 (satu) jabatan Pimpinan Tinggi Madya, yaitu:
 No Jabatan Eselon
 1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan I.a
 B. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 1) Gelombang I
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 Kementerian Pertanian melalui pengumuman Nomor 346/KP.230/-A/02/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Pertanian Tahun 2016 dan Perpanjangan Pengumuman Nomor 528/KP.230/A/02/2016 tanggal 19 Februari 2016 mengundang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi terbuka untuk 7 (tujuh) jabatan yaitu:
 No Jabatan Eselon
 1. Kepala Biro Hukum II.a
 2. Direktur Buah dan Florikultura II.a
 3. Direktur Perlindungan Hortikultura II.a
 4. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian II.a
 5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan II.a
 6. Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian II.a
 7. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman
 Perkebunan Surabaya
 II.b
 2) Gelombang II
 Kementerian Pertanian melalui Pengumuman Nomor 1471/KP.230/A/04/2016 tanggal 21 April 2016 dan perpanjangan batas waktu pendaftaran melalui Pengumuman Nomor 1626/KP.230/A/05/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Pertanian Tahun 2016, mengundang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi terbuka untuk 11 (sebelas) jabatan yaitu:
 No Jabatan Eselon
 1. Kepala Biro Hukum II.a
 2. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan
 Pertanian
 II.a
 3. Direktur Tanaman Semusim dan Rempah II.a
 4. Direktur Perbenihan Perkebunan II.a
 5. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura II.a
 6. Inspektur I II.a
 7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura II.a
 8. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan II.a
 9. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
 Pertanian
 II.b
 10. Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi II.b
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 11. Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu
 Tumbuhan
 II.b
 3) Gelombang III Pengumuman Nomor 2566/KP.230/A/07/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang perpanjangan seleksi terbuka JPT Pratama Kementerian Pertanian gelombang II yang jumlah pelamarnya masih kurang untuk 6 (enam) jabatan serta seleksi terbuka untuk 1 (satu) jabatan baru yaitu:
 No Jabatan Eselon
 1. Inspektur I II.a
 2. Inspektur IV II.a
 3. Direktur Perbenihan Perkebunan II.a
 4. Direktur Tanaman Semusim dan Rempah II.a
 5. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan II.a
 6. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura II.a
 7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura II.a
 4) Gelombang IV Pengumuman Nomor 3002/KP.230/A/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang perpanjangan seleksi terbuka JPT Pratama Kementerian Pertanian gelombang III yang jumlah pelamarnya masih kurang untuk 2 (dua) jabatan dan seleksi terbuka untuk 4 (empat) jabatan baru yaitu:
 No Jabatan Eselon
 1. Direktur Perbenihan Perkebunan II.a
 2. Direktur Tanaman Semusim dan Rempah II.a
 3. Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian II.b
 4. Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner II.b
 5) Gelombang V Pengumuman Nomor B-3094/KP.230/A/08/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Seleksi Terbuka dan Kompetitif untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) sebanyak 7 (tujuh) jabatan dengan rincian sebagai berikut:
 No Jabatan Eselon
 1 Direktur Perbenihan Perkebunan II a
 2 Direktur Tanaman Semusim dan Rempah II a
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 3 Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura II a
 4 Inspektur I II a
 5 Inspektur IV II a
 6 Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian II b
 7 Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner II b
 6) Gelombang VI Pengumuman Nomor 3821/KP.230/A/10/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Seleksi Terbuka dan Kompetitif untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) sebanyak 9 (sembilan) jabatan dengan rincian sebagai berikut:
 No Jabatan Eselon
 1. Direktur Perbenihan Perkebunan II.a
 2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura II.a
 3. Inspektur I II.a
 4. Inspektur IV II.a
 5. Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner II.b
 6. Direktur Pembiayaan Pertanian II.a
 7. Direktur Aneka Kacang dan Umbi II.a
 8. Direktur Kesehatan Hewan II.a
 9. Direktur Perbenihan Tanaman Pangan II.a
 7) Gelombang VII Pengumuman Nomor 4207/KP.230/A/11/2016 tanggal 4 November 2016 dan Perpanjangan Pengumuman Nomor 4438/KP.230/-A/11/2016 tanggal 22 November 2016 tentang seleksi terbuka JPT Pratama Kementerian Pertanian gelombang V yang jumlah pelamarnya masih kurang untuk 3 (tiga) jabatan yaitu:
 No Jabatan Eselon
 1. Direktur Aneka Kacang dan Umbi II.a
 2. Direktur Pembiayaan Pertanian II.a
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 3. Inspektur IV II.a
 8) Gelombang VIII Kementerian Pertanian telah melaksanakan Seleksi Terbuka dan Kompetitif untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) sebanyak 6 (enam) jabatan sesuai dengan Pengumuman Nomor 4820/KP.230/A/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 yaitu:
 No Jabatan Eselon
 1. Direktur Pakan II.a
 2. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner II.a
 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman
 Pangan
 II.a
 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan II.a
 5. Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari II.a
 6. Kepala Balai Besar Veteriner Maros II.b
 C. Atase Pertanian Kementerian Pertanian mengundang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi terbuka jabatan atase pertanian pada kedutaan besar Republik Indonesia di Brussel melalui pengumuman Nomor 1933/KP.230/A/05/2016 mulai tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan 12 Juni 2016 secara online melalui website Kementerian Pertanian.
 4) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
 Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian manajemen kinerja yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan bobot 60%, yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan dan Perilaku Kerja yang mempengaruhi pencapaian sasaran kerja sebagai perilaku produktif dengan bobot 40% (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS). Hasil penyusunan SKP di lingkungan Kementerian Pertanin yang merupakan penilaian tahun 2015 dan telah dilaporkan di akhir tahun 2016 sesuai dengan surat edaran dari Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia No B/2810/M.PAN-RB/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016. adalah sebagai berikut:
 Rekapitulasi Penilaian Prestasi Keja PNS Lingkup Kementerian Pertanian tahun 2015 per Desember 2016.
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 NO UNIT KERJA JUMLAH PEGAWAI
 JUMLAH SKP
 KETERANGAN
 1. Sekretariat Jenderal 1.215 1.193 22 (CLTN 1, TB 3, Pensiun 1, belum menyerahkan 17)
 2. Ditjen Prasarana dan Sarana
 Pertanian
 368 367 1 Sakit
 3. Ditjen Tanaman Pangan 792 701 91 (CLTN 1 belum menyerahkan 88, pemberhentian sementara 2)
 4. Ditjen Hortikultura 396 393 3 (MPP 1 Pensiun 2)
 5. Ditjen Perkebunan 1.158 676 482 (belum menyerahkan dari UPT)
 6. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
 2.275 2.246 29 (belum menyerahkan 28, Pensiun 1)
 7. Inspektorat Jenderal 318 317 1 Meninggal
 8. Badan Litbang Pertanian 7.444 7.365 79 ( Belum menyerahkan 74, pensiun 5 )
 9. Badan PPSDM Pertanian 2.305 2.212 93 (belum menyerahkan)
 10. Badan Ketahanan Pangan 334 333 1 Cuti diluar Tanggungan Negara
 11. Badan Karantina Pertanian 3.810 3.810 -
 JUMLAH 20.415 19.613
 Rekapitulasi kriteria Nilai Capaian SKP Lingkup Kementerian Pertanian tahun 2015 per Desember 2016.
 NO UNIT KERJA JUMLAH
 SKP
 Nilai Capaian SKP
 Sangat Baik
 Baik Cukup Kurang Buruk
 1. Sekretariat Jenderal 1.193 62 1.130 1 0 0
 2. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
 367 25 341 1 0 0
 3. Ditjen Tanaman Pangan
 701 81 616 3 1 0
 4. Ditjen Hortikultura 393 53 336 1 0 3
 5. Ditjen Perkebunan 676 26 641 9 0 0
 6. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
 2.246 160 2.079 7 0 0
 7. Inspektorat Jenderal 317 126 188 3 0 0
 8. Badan Litbang Pertanian
 7.365 375 6.978 11 0 1
 9. Badan PPSDM Pertanian
 2.212 346 1.866 0 0 0
 10. Badan Ketahanan Pangan
 333 33 300 0 0 0
 11. Badan Karantina Pertanian
 3.810 1 3.809 0 0 0
 JUMLAH 19.613 1.288 18.284 36 1 4

Page 38
						

Bab III. Akuntabilitas Kinerja
 28 Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2016
 5) Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian
 Dalam upaya meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier serta untuk menjamin Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pertanian memenuhi kompetensi jabatan yang dibutuhkan, maka telah dilakukan evaluasi kinerja bagi pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 653/Kpts/OT.050/11/2015 tanggal 20 November 2015 telah ditetapkan Tim Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Penanggung Jawab : Menteri Pertanian Ketua : Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si Sekretaris Bukan Anggota : Sekretaris Jenderal Anggota : 1. Dr. J. Kristiadi 2. Dr. Ir. Sam Herodian, MS 3. Drs. Sudwidjo Kuspriyo Murdono, M.Si 4. Prof. Dr. Ir. Pantjar Simatupang A. Pejabat Eselon I (JPT Madya) yang dievaluasi dan wilayah sampling yang mewakili
 sentra produksi bidang pertanian sebagai berikut: a) Sekretaris Jenderal b) Inspektur Jenderal c) Direktur Jenderal Tanaman Pangan : (Jawa Timur, Kalsel, Sulsel, Sumsel, NTB) d) Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian : (Sulsel, Kalsel, Sumsel, NTB,
 Jatim) e) Direktur Jenderal Hortikultura : (Jatim, Jateng, Jabar, Sumut, Sulsel) f) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan : (Jatim, Jateng, NTT, NTB,
 Aceh) g) Direktur Jenderal Perkebunan : (Sulsel, Sumut, Jambi, Riau, Jatim, Jateng) h) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian : (Jawa Timur, Kalsel,
 Sulsel, Sumsel, NTB, Sumut) i) Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian : (Jawa Timur,
 Kalsel, Sulsel, Sumsel, NTB, Sumut) j) Kepala Badan Ketahanan Pangan : (NTT, Papua, Jatim, Sumut, Sumsel, Sulsel) k) Kepala Badan Karantina Pertanian : (Sulsel, Jatim, Sumut, NTT, Kalsel)
 B. Profile Kompetensi masing-masing pejabat yang dinilai C. Penilaian 1 (satu) Tahun 2015 (hasil kinerja yang disasar output dan outcome
 program) D. Isu-isu tugas pokok/utama masing-masing jabatan (minimal 3 parameter) E. Prioritas wilayah propinsi kunjungan lapangan (Jawa, Sumatera, Sulawesi,
 Kalimantan, NTT, NTB dan Papua) F. Ruang Lingkup Penilaian
 a) Penilaian Capaian Indikator Kinerja Program Dan Anggaran Penilaian capaian indikator kinerja program (selama 6 (enam) bulan Juni-
 Desember 2015)
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 Penilai capaian indikator kinerja anggaran (selama 6 (enam) bulan Juni-Desember 2015)
 b) Penilaian Kinerja Manajerial Dan Leadership Penilaian terhadap kinerja manajerial dan leadership dalam pelaksanaan program dan anggaran. Kinerja manajerial dan leadership merupakan refleksi dari kemampuan untuk mengelola sumber daya (SDM, anggaran, asset, dan lain-lain)
 G. Penilaian Integritas (Pengertian dari Kompetensi Manajerial)
 6) Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pertanian
 Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina 11 (sebelas) jabatan fungsional bidang pertanian, selama tahun 2016 telah melakukan pengembangan jabatan fungsional bidang pertanian dengan melibatkan eselon I terkait, Kementerian PAN dan RB, dan Badan Kepegawaian Negara. Jabatan fungsional bidang pertanian yang dikembangkan meliputi; a. Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina; b. Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan; c. Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan; d. Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan; e. Jabatan Fungsional Pengawas Alat Mesin Pertanian.
 Beberapa inovasi pelaksanaan jabatan fungsional yang akan masuk dalam rancangan peraturan jabatan fungsional bidang karantina antara lain: Penilaian angka kredit berbasis Sasaran Kerja Pegawai; Formasi pejabat fungsional per jenjang dihitung dan dditetapkan secara dinamis
 berdasar beban kerja masing-masing unit kerja; Pejabat fungsional tidak didorong ke pangkat puncak, tetapi sesuai pencapaian di
 masing-masing unit kerja. Angka kredit pemeliharaan ditetapkan untuk seluruh janjang jabatan.
 Pengembangan jabatan fungsional pengawas alsintan dimulai dari penyusunan Naskah Akademik yang telah dikirimkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui surat Menteri Pertanian Nomor 55/OT.120/M/5/2016 tanggal 2 Mei 2016. Selanjutnya telah dilakukan pembahasan dengan kesimpulan perlu dilakukan perbaikan naskah akademik, hasil perbaikan telah disampaikan melalui surat Sekretaris Jenderal Kepada Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PAN dan RB Nomor B-4044/OT.120/A/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 perihal Revisi Naskah Akademik Pengembangan Jabatan Fungsional Pengawas Alsintan, dan secara resmi akan diterbitkan persetujuan teknis dari Kementerian PAN dan RB. Sebagai instansi pembina jabatan fungsional, Kementerian Pertanian memiliki kewajiban mengusulkan tunjangan jabatan fungsional bidang pertanian. Telah diusulkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman. Rangkaian proses pembahasan telah selesai dilaksanakan, dan saat ini Rancangan Peraturan Presiden sudah berada di Sekretariat Negara untuk proses penandatanganan Presiden.
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 4) Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai
 Dalam upaya penegakkan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian, tugas fungsi yang dilakukan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah memproses kasus pelanggaran yang diusulkan oleh Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian melalui mekanisme Sidang Tim Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Kementerian Pertanian. Sidang tersebut diselenggarakan untuk membahas, menentukan, dan merekomendasikan kepada Menteri Pertanian dalam memberikan hukuman terhadap PNS yang melakukan kasus pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang melakukan pelanggaran. Pada tahun 2016, ada 31 kasus tingkat berat yang ditangani oleh Tim Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Kementerian Pertanian, dengan rincian sebagai berikut:
 No. Unit Eselon I PP No. 4/1966 PP No. 32/1979 PP No. 10/1983
 Jo PP No. 45/1990
 PP No. 53/2010 Jumlah
 1. Setjen - - - - -
 2. Itjen - - - - -
 3. BPPSDMP 1 1 - - 2
 4. Ditjen PSP - - - - -
 5. Ditjen Perkebunan - - - - -
 6. Ditjen Nak & Keswan
 2 2 2 2 8
 7. BKP - - - 1 1
 8. Barantan - 2 2 6 10
 9. Ditjen TP 1 1 - - 2
 10. Ditjen Hortikultura - 1 - 2 3
 11. Badan Litbang Pert. - - 2 3 5
 Jumlah 4 7 6 14 31
 5) Pengembangan Karir Pegawai
 Penyelenggaraan pengembangan karir pegawai tahun 2016 ditujukan untuk mewujudkan manajemen ASN yang berdasarkan sistem merit di lingkungan Kementerian Pertanian. Rincian pelaksanaan pengembangan karir yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: a. Penyiapan bahan usulan diklat penjenjangan
 DIKLATPIM III Angkatan 6, realisasi sebanyak 19 orang; DIKLATPIM III Angkatan 7, realisasi sebanyak 16 orang; DIKLATPIM IV Angkatan 7, realisasi sebanyak 30 orang; DIKLATPIM IV Angkatan 8, realisasi sebanyak 33 orang; DIKLATPIM IV Angkatan 9, realisasi sebanyak 36 orang.
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 b. Penyiapan Bahan Usulan Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar
 Dari kegiatan penyiapan bahan usulan pelaksanaan Tugas Belajar telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian sebagai berikut : - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 572.1/Kpts/
 KP.320/8/2016 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian Program Doktor (S3), Program Magister (S2), dan Sarjana (S1) di Dalam Negeri dan di Luar Negeri;
 - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 655/Kpts/ KP.320/09/2016 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian Program Magister (S2) Linkage di Luar Negeri;
 - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04.1/Kpts/ KP.320/1/2016 tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Program Doktor (S3) dan Program Magister (S2) di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian; Tugas belajar Program S2 diberikan kepada 60 orang pegawai lingkup Badan Karantina Pertanian;
 - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 648/Kpts/ KP.320/09/2016 tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Program Magister (S2) di Dalam Negeri di Lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia; Tugas belajar Program S2 diberikan kepada 60 orang pegawai lingkup Badan Karantina Pertanian;
 - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 817/Kpts/ KP.320/12/2016 tentang Pemberian Izin Belajar Dalam Rangka Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian untuk Program Doktor (S3) dan Program Magister (S2) di Dalam Negeri.
 Adapun pegawai yang mendapatkan tugas belajar dapat dirinci sebagai berikut:
 Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja pada indikator penataan sistem manajemen ASN juga menunjukkan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan untuk segera diselesaikan pada tahun yang akan datang, yaitu antara lain;
 NO KEPUTUSAN
 PROGRAM (orang)
 JUMLAH DOKTOR
 (S3) MAGISTER
 (S2) SARJANA
 (S1)
 1 Kepmentan No.572.1/Kpts/ KP.320/8/2016
 5 22 2 29
 2 Kepmentan No.655/Kpts/KP.320/09/2016
 - 4 - 4
 3 Kepmentan No.04.1/Kpts/KP.320/1/2016
 15 15 - 30
 4 Kepmentan No.648/Kpts/KP.320/09/2016
 - 60 - 60
 5 Kepmentan No.817/Kpts/KP.320/09/2016
 2 3 - 5
 Jumlah 22 104 2 128
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 1) Melakukan perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi yang diformalkan pada seluruh unit organisasi
 2) Melakukan assesment pejabat struktural secara bertahap 3) Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi seluruh pegawai secara
 bertahap 4) Menyusun rencana anggaran pengembangan kompetensi secara mencukupi untuk
 seluruh pegawai secara bertahap 5) Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan
 kebutuhan pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai secara bertahap 6) Melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi pada seluruh
 pegawai secara berkala 7) Membangun sistem pengukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja
 individu level diatasnya secara berkala 8) Melakukan pengukuran kinerja individu secara berkala 9) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu secara berkala 10) Melakukan pengembangan karir individu berdasarkan hasil penilaian kinerja individu
 secara berkelanjutan 11) Melakukan pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja individu secara
 konsisten 12) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/ kode
 prilaku instansi secara berkala Indikator kinerja Penataan Sistem Manajemen ASN pada Tahun 2016 memiliki anggaran sebesar Rp 7.306.505.000,-. Dari total anggaran tersebut, hingga akhir tahun 31 Desember 2016 terdapat anggaran self blocking sebesar Rp 900.000.000,- sehingga PAGU akhir adalah sebesar Rp 6.406.505.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 6.287.420.190,- atau 98,14%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 119.084.810,- atau 1,86%.
 4. Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Kepatuhan Standar Pelayanan Publik) Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, Ombudsman RI mendorong penyelenggara pelayanan publik mematuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sehubungan dengan hal tersebut, Ombudsman RI melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik, partisipasi publik, inovasi pelayanan publik, penguatan kapasitas, dan efektivitas pengawasan. Pada bulan Maret-Oktober 2016, selain penilaian kepatuhan juga melakukan penilaian terhadap kompetensi penyelenggara dalam melaksanakan standar pelayanan publik di 25 kementerian, 15 lembaga, 33 pemerintah provinsi, dan 140 pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI tahun 2016, Kementerian Pertanian menerima anugerah Predikat Kepatuhan terhadap Standar Layanan Publik untuk kategori Kementerian. Penilaian dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi yang diberikan Kementerian Pertanian kepada masyarakat.
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 Terdapat 10 variabel yang menjadi fokus penilaian standar pelayanan, maklumat layanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana/fasilitas. Pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi misi dan motto pelayanan, atribut, serta pelayanan terpadu. Penilaian di Kementerian Pertanian meliputi 56 Unit Kerja Pelayanan Publik/Unit Pelaksana Teknis. Hasil penilaian akhir menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian memperoleh nilai rata-rata produk layanan sebesar 98,62 termasuk dalam Zona Kepatuhan Hijau. Hasil penilaian selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini;
 No Unit Layanan Publik Produk Layanan Nilai
 1 Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar
 Pelayanan Karantina Hewan 107
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 107
 2 Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon
 Pelayanan Karantina Hewan 107
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 107
 3 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu
 Pelayanan Karantina Hewan 105
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 105
 4 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta
 Pelayanan Karantina Hewan 107
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 107
 5 Balai Karantina Pertanian Wilayah Kerja Bandara Jalaluddin Gorontalo
 Pelayanan Karantina Hewan 61
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 67
 6 Balai Karantina Pertanian Wilayah Kerja Pelabuhan Gorontalo
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 44,5
 7 Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi Pelayanan Karantina Hewan 105
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 105
 8 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
 Pelayanan Karantina Hewan 102
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 102
 9 Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang
 Pelayanan Karantina Hewan 107
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 110
 10 Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya
 Pelayanan Karantina Hewan 105
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 105
 11 Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak
 Pelayanan Karantina Hewan 107
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 107
 12 Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin
 Pelayanan Karantina Hewan 100
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 100
 13 Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangka Raya
 Pelayanan Karantina Hewan 105
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 105
 14 Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan
 Pelayanan Karantina Hewan 107
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 107
 15 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan Wilayah Kerja Berau
 Pelayanan Karantina Hewan 97,5
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 97,5
 16 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda
 Pelayanan Karantina Hewan 105
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 105
 17 Balai Karantina Pertanian Kelas II Pelayanan Karantina Tumbuhan 105
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 No Unit Layanan Publik Produk Layanan Nilai
 Pangkal Pinang
 18 Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tanjung Pandan
 Pelayanan Karantina Hewan 103
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 103
 19 Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang
 Pelayanan Karantina Hewan 105
 20 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Wilayah Kerja Bandara Raja Haji Fisabilillah
 Pelayanan Karantina Hewan 107
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 107
 21 Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam
 Pelayanan Karantina Hewan 100
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 100
 22 Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam Wilayah Kerja Bandara Hang Nadim
 Pelayanan Karantina Hewan 92,5
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 92,5
 23 Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam Wilayah Kerja Pelabuhan Punggur
 Pelayanan Karantina Hewan 100
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 100
 24 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Wilayah Kerja Pelabuhan Sri Bintan Pura
 Pelayanan Karantina Hewan 107
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 107
 25 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Wilayah Kerja Pelabuhan Sri Payung
 Pelayanan Karantina Hewan 107
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 107
 26 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun
 Pelayanan Karantina Hewan 105
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 105
 27 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Parit Rempak
 Pelayanan Karantina Hewan 103
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 103
 28 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tanjung Balai Karimun
 Pelayanan Karantina Hewan 100
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 100
 29 Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung
 Pelayanan Karantina Hewan 102
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 102
 30 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon
 Pelayanan Karantina Hewan 87
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 93
 31 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon Wilayah Kerja Namlea Kab. Buru
 Pelayanan Karantina Hewan 97,5
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 97,5
 32 Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate
 Pelayanan Karantina Hewan 105
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 105
 33 Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate Wilayah Kerja Tobelo
 Pelayanan Karantina Hewan 42
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 24
 34 Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram
 Pelayanan Karantina Hewan 105
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 105
 35 Stasiun Karantina Kelas I Sumbawa Pelayanan Karantina Hewan 105
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 No Unit Layanan Publik Produk Layanan Nilai
 Besar Wilayah Kerja Kota Bima Pelayanan Karantina Tumbuhan 105
 36 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar
 Pelayanan Karantina Hewan 105
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 105
 37 Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang
 Pelayanan Karantina Hewan 105
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 105
 38 Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura
 Pelayanan Karantina Hewan 102
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 102
 39 Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura Wilayah Kerja Bandar Udara Sentani
 Pelayanan Karantina Hewan 82
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 82
 40 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Biak
 Pelayanan Karantina Hewan 107
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 107
 41 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Biak Wilayah Kerja Serui
 Pelayanan Karantina Hewan 103,5
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 103,5
 42 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari
 Pelayanan Karantina Hewan 45
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 45
 43 Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru
 Pelayanan Karantina Hewan 107
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 107
 44 Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru Wilayah Kerja Dumai
 Pelayanan Karantina Hewan 98
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 98
 45 Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru Wilayah Kerja Tembilahan
 Pelayanan Karantina Hewan 49,5
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 49,5
 46 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju
 Pelayanan Karantina Hewan 107
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 107
 47 Balai Besar Karantina Pertanian Makassar
 Pelayanan Karantina Hewan 108
 107
 48 Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu Pelayanan Karantina Hewan 107
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 105
 49 Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari
 Pelayanan Karantina Hewan 105
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 100
 50 Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado
 Pelayanan Karantina Hewan 100
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 105
 51 Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang
 Pelayanan Karantina Hewan 105
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 108
 52 Balai Besar Karantina Pertanian Belawan
 Pelayanan Karantina Hewan 108
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 99
 53 Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta
 Pelayanan Karantina Hewan 99
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 97,5
 54 Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok
 Pelayanan Karantina Hewan 97,5
 Pelayanan Karantina Tumbuhan 105
 55 Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Pengujian Mutu Pestisida 105
 Pengujian Mutu Pupuk 105
 Pengujian Residu Pestisida 103
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 No Unit Layanan Publik Produk Layanan Nilai
 56 Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
 Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)
 103
 Pendaftaran Pakan 103
 Pendaftaran Pestisida 103
 Pendaftaran Varietas Hortikultura 103
 Permohonan Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman
 103
 Nilai Rata - Rata 98,62
 Zona Kepatuhan Hijau
 Keterangan:
 Nilai Tingkat Kepatuhan Zona
 0 – 55 Rendah Merah
 56 – 88 Sedang Kuning
 89 – 110 Tinggi Hijau
 Target kinerja Penilaian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Kepatuhan Standar Pelayanan Publik) pada tahun 2016 sebesar 94 (indeks). Berdasarkan capaian kinerja diketahui bahwa hasil penilaian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian unsur Kepatuhan Standar Pelayanan Publik mendapatkan nilai sebesar 98,62, atau tercapai sebesar 104,91%, melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan capaian penilaian tahun sebelumnya menunjukkan bahwa capaian indikator ini NAIK sebesar 6,3%. Rincian capaian indikator kinerja periode tahun 2015 dan 2016 sebagaimana pada tabel dibawah ini;
 Tahun Target Realisasi %
 2015 - 92,79 -
 2016 94 98,62 104,91
 Tabel 7. Capaian Indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2015 dan 2016
 Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong Peningkatan Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian terdiri atas: 1) Sistem Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik)
 Kementerian PAN dan RB mewajibkan kepada setiap pemerintah daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota, Kementerian dan Lembaga paling kurang satu UKPP memiliki satu
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 inovasi pelayanan publik untuk selanjutnya diusulkan mengikuti kompetisi. Kementerian Pertanian mengusulkan 8 UPT dengan 8 judul inovasi pelayanan publik secara online melalui program Sinovik.
 2) Pelatihan Auditor Standar Pelayanan Publik
 Dalam rangka menerapkan standar pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian perlu pelatihan untuk melatih calon Auditor yang memiliki kemampuan melakukan penilaian kesesuaian penerapan standar pelayanan publik. Peserta berjumlah 47 orang terdiri atas perwakilan eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
 3) Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penetapan Penerapan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Pertanian diselenggarakan agar seluruh UKPP menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai pedoman. a. Bimtek I dengan peserta perwakilan UPT Badan SDM Pertanian, UPT Ditjen
 Peternakan, UPT Ditjen Perkebunan dan UPT Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.
 b. Bimtek II dengan peserta perwakilan UKPP/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian.
 4) Pembahasan Permentan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
 a. Konsep Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
 b. Konsep Peraturan Menteri Pertanian tentang Koordinasi Optimalisasi Fungsi dan Wewenang Penyidik PNS Bidang Pertanian yang diserahkan melalui surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor B-1266/HK.140/A2/08/2016 tanggal 9 Agustus 2016 kepada Biro Hukum untuk ditindaklanjuti.
 c. Konten website pelayanan publik satu pintu Kementerian Pertanian.
 5) Penghargaan Abdibaktitani kepada UKPP berprestasi bidang pertanian tahun 2016
 Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Permentan Nomor 13/Permentan/KP.450/-3/2015, dimulai seleksi awal sampai dengan ekspose di Kementerian Pertanian. Sesuai mekanisme yang berlaku selama ini, calon penerima penghargaan sudah dinilai secara berjenjang oleh unit kerja pembina, dan terakhir bagi unit kerja yang memenuhi syarat melakukan ekspose dihadapan Tim Penilai Kementerian Pertanian. Hasil penilaian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 792/Kpts/OT.050/11/2016 tentang Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian Tahun 2016. Penghargaan Abdibaktitani yang diberikan berupa 2 (dua) Piala, 12 (dua belas) Plakat dan 12 (dua belas) Piagam.
 6) Ekspose Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2016 memaparkan hasil survey pengukuran IKM di lingkungan Kementerian Pertanian. Nilai IKM Kementerian Pertanian= 3,31, nilai konversi= 82,72, dengan kualitas pelayanan A (sangat baik). 3 (tiga) Unsur pelayanan yang terendah sebagai berikut: a. Kejelasan pelaksana pelayanan (U3) dengan nilai indeks = 3,23; b. Kedisiplinan pelaksana pelayanan (U4) dengan nilai indeks = 3,25;
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 c. Persyaratan Pelayanan (U2) dengan nilai indeks = 3,27
 Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja pada indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Kepatuhan Standar Pelayanan Publik) juga menunjukkan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan untuk segera diselesaikan pada tahun yang akan datang, yaitu antara lain; 1) Melakukan pelayanan secara on line terhadap 3 jenis layanan yang masih off line 2) Penyusunan kebijakan terhadap reward and punishment kepada petugas layanan 3) Memperbaiki 3 (tiga) unsur pelayanan yang terendah dari masing-masing UKPP dengan
 melibatkan pemangku kepentingan. Indikator kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Kepatuhan Standar Pelayanan Publik) pada Tahun 2016 memiliki anggaran sebesar Rp 1.375.900.000,-. Dari total anggaran tersebut, hingga akhir tahun 31 Desember 2016 terdapat anggaran self blocking sebesar Rp 100.000.000,- sehingga PAGU akhir adalah sebesar Rp 1.275.900.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 1.240.923.234,- atau 97,25%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 34.976.766,-atau 2,75%.
 5. Nilai Pelaksanaan Tugas di Bidang Kelembagaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik
 Pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian telah bergulir sejak tahun 2010 dan perubahan – perubahan yang signifikan telah dilakukan. Hasil perubahan tersebut telah sama-sama dirasakan dengan diperolehnya tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian Pertanian. Seluruh hasil Reformasi Birokrasi yang telah dicapai hingga saat ini, senantiasa harus dijaga dan ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Salah satu tolak ukur yang menjadi dasar dalam upaya tersebut adalah Pengukuran Pelaksanaan Tugas di Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik, serta Kepegawaian bagi pegawai Kantor Pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada dilingkungan Kementerian Pertanian. Dengan kata lain, kegiatan ini merupakan survey kepuasan layanan atas tugas fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang dijalankan oleh bagian umum atau subbagian tata usaha lingkup Kementerian Pertanian. Survey Pelaksanaan Tugas di Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik, serta Kepegawaian Tahun 2016 dilakukan menggunakan kuesioner dengan Skala Likert sebagai instrumen pengukuran. Responden dalam pengukuran ini adalah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrasi, Pengawas, Fungsional, dan Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian baik yang ada di Kantor Pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengukuran tahun 2016 dititikberatkan pada pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bagian umum atau subbagian tata usaha pada UPT lingkup Kementerian Pertanian. Hal pokok yang menjadi dasar adalah 1) Selama ini proses pembinaan dan koordinasi lebih banyak melibatkan pengelola terkait
 dari masing-masing unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian sehingga Biro Organisasi dan Kepegawaian tidak mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pelaksanaan 4 (Empat) tugas fungsi pokok biro yang dijalankan pada UPT lingkup
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 Kementerian Pertanian. Hasil pengukuran diharapkan akan memberikan gambaran yang terukur dalam pelaksanaan tugas fungsi tersebut.
 2) Biro Organisasi dan Kepegawaian memiliki anggaran yang terbatas dalam melakukan pembinaan dan koordinasi ke daerah (UPT). Skala prioritas perlu dilakukan dalam pelaksanaan hal tersebut, baik lokasi tujuan maupun substansi pembinaan atau koordinasi yang akan dilakukan. Hasil pengukuran ini diharapkan akan menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas tersebut.
 Hasil pengukuran pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian tahun 2016 dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini:
 NO SATUAN KERJA JUMLAH
 PEGAWAI JUMLAH
 RESPONDEN % NILAI KET
 1 2 3 4 5 6
 Sumatera Selatan
 1 1 BKP Kelas I Palembang 85 44 52% 78,67
 2 1 SMK PP Sembawa 83 44 53% 78,25
 3 1 BPTP Sumatera Selatan 81 44 54% 76,12
 4 1 BPTU HPT Sembawa 92 42 46% 80,80 Tidak kembali semua
 Jawa Barat
 1 1 BBPP Lembang 121 71 59% 83,31
 2 1 BPTP Jawa Barat 128 82 64% 75,86
 3 1 BIB Lembang 87 49 56% 83,86
 4 1 Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian
 86 37 43% 77,84 Tidak kembali semua
 5 1 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
 153 38 25% 76,56 Tidak kembali semua
 Bali
 1 1 BKP Kelas I Denpasar 109 56 51% 79,14
 2 1 BPTU HPT Bali 54 26 48% 81,59 Tidak kembali semua
 3 1 BB Veteriner Bali 71 49 69% 81,44
 4 1 BPTP Bali
 Bengkulu
 1 1 BPTP Bengkulu 83 50 60% 77,85
 Banten
 1 1 BKP Kelas II Cilegon 65 34 52% 72,27
 NAD
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 NO SATUAN KERJA JUMLAH
 PEGAWAI JUMLAH
 RESPONDEN % NILAI KET
 1 1 BPTP Aceh 103 51 50% 76,03 Tidak kembali semua
 2 1 SKP Kelas I Aceh 50 25 50% 78,99 Tidak kembali semua
 Kepulauan Riau
 1 1 LPTP Kep. Riau 20 17 85% 73,86
 2 1 BKP Kls. II Tj. Pinang 61 31 51% 79,01
 Kalimantan Tengah
 1 1 BPTP Kalimantan Tengah 59 33 56% 80,85
 2 1 BKP Kelas II Palangkaraya 52 28 54% 77,43
 Jawa Timur
 1 1 BBPP Jawa Timur 120 66 55% 78,02
 2 1 BBKP Surabaya 287 112 39% 80,34
 Bangka Belitung
 1 1 BPTP Babel 34 29 85% 72,05
 2 1 BKP Kls. II Pangkal Pinang 46 29 63% 79,30
 Sulawesi Tenggara
 1 1 BPTP Sultra 94 51 54% 80,42
 26 UPT yang dilakukan pengukuran 2224 1138 51,17% 1959,85
 NILAI RATA - RATA 75,38
 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa survey pengukuran pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian tahun 2016 meliputi 26 UPT Lingkup Kementerian Pertanian yang terdapat di 11 provinsi. Jumlah responden yang terlibat sebanyak 1.138 orang pegawai dari jumlah total pegawai disana sebanyak 2.224 orang atau sebesar 51,17%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden memenuhi syarat untuk dilakukan penetapan hasil pengukuran. Target kinerja Pengukuran Pelaksanaan Tugas di Bidang Kelembagaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Tahun 2016 adalah sebesar 75 (indeks). Berdasarkan tabel analisa capaian kinerja diatas dapat diketahui bahwa hasil pengukuran yang telah dilakukan mendapatkan nilai sebesar 75,38 atau dengan kata lain tercapai sebesar 100,51%, melebihi target yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya Peningkatan Pelaksanaan Tugas di Bidang Kelembagaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik dan menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian tahun ini, antara lain;
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 1) Forum Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian Tahun 2016 diselenggarakan pada Senin-Rabu, tanggal 28-30 Maret 2016, bertempat di Bandung Jawa Barat, sesuai surat undangan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor 532/A2/TU.020/3/2016 dan 533/A2/TU.020/3/2016 tanggal 16 Maret 2016. Peserta Forum Koordinasi UPT ini berjumlah + 200 (dua ratus) orang, terdiri atas perwakilan unit kerja lingkup Kementerian Pertanian baik kantor pusat maupun daerah. Hadir sebagai narasumber sebagai berikut: a) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; b) Deputi Mutasi dan Kepangkatan BKN dengan materi Pengembangan Karier PNS
 Dalam Perspektif Manajemen ASN; c) Ketua Ombudsman Republik Indonesia dengan materi Evaluasi Penerapan Standar
 Pelayanan Publik di Kementerian Pertanian; d) DR. Halilul Khairi (Dosen IPDN) dengan materi Peran Perangkat Daerah Bidang
 Pertanian Dalam Mendukung Pembangunan Pertanian; e) Tim Emotional Spiritual Quotient (ESQ) dengan materi Reformasi Budaya Kerja
 Kementerian Pertanian; f) Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan dengan materi Paparan Kinerja
 Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan; g) Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunung Sindur
 dengan materi Paparan Kinerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
 h) Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tj. Priok dengan materi Paparan Kinerja Balai Besar Karantina Pertanian, Tanjung Priok;
 i) Kepala Bagian Organisasi, Biro Organisasi dan Kepegawaian, dengan materi Pengembangan Jabatan Fungsional Bidang Pertanian; dan
 j) Kepala Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi dan Kepegawaian dengan materi Sosialisasi Permentan Nomor 06/Permentan/KU.060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian.
 2) Temu Koordinasi User Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Lingkup Kementerian Pertanian tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 8 April 2016 dan 13 s/d 15 April 2016, di Aula Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, Jl. Kayu Ambon No. 82 Lembang, Bandung Barat – Jawa Barat.
 3) Forum Komunikasi di Bidang Kepegawaian Tahun 2016 yang telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu : a) Forum Komunikasi di Bidang Kepegawaian yang pertama Tanggal 11 – 13 Mei 2016
 bertempat di Balai Besar Pascapanen Bogor Jawa Barat. b) Forum Komunikasi di Bidang Kepegawaian yang kedua Tanggal 18 – 20 Mei 2016
 bertempat di Balai Besar Pascapanen Bogor Jawa Barat. c) Forum Komunikasi di Bidang Kepegawaian yang ketiga Tanggal 15 – 16 Agustus 2016
 bertempat di Wisma Pertanian Cipayung Jawa Barat
 Peserta forum komunikasi bidang kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016 adalah pengelola administrasi kepegawaian dari unit Biro Organisasi dan
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 Kepegawaian dan pengelola kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian. Hadir sebagai pemateri adalah: a) Deputi Mutasi dan Kepangkatan BKN b) Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN c) Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian d) Kepala Bagian Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian e) Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Biro Organisasi dan
 Kepegawaian f) Kepala Bagian Organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian
 4) Bimbingan Teknis Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai. Kegiatan ini diselenggarakan
 pada tanggal 17 s.d 18 mei 2016 di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Bogor. Pada tahun anggaran 2016 ada sekitar 41 Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian yang diundang, baik yang ada di Kantor Pusat maupun di daerah dengan jumlah peserta sebanyak 65 orang (undangan dan absensi peserta terlampir). Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan agar informasi mengenai aturan disiplin dan konsekuensi akibat pelanggaran disiplin yang dilakukan dapat sampai ke para Pejabat/Pengelola Kepegawaian untuk dapat diteruskan ke seluruh pegawai lain di unit kerja masing-masing.
 B. Realisasi Anggaran
 PAGU anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian tahun 2016 pada awal tahun adalah sebesar Rp 31.140.000.000,-. Dalam perkembangannya, selama tahun 2016, telah terjadi 4 (Empat) kali revisi anggaran yang dilakukan baik merubah PAGU maupun tidak merubah PAGU anggaran. Rincian revisi anggaran adalah sebagai berikut: Revisi pertama pada tanggal 03 Mei 2016, revisi ini dilakukan di Kanwil DJPB untuk penyesuaian akun belanja barang non operasional dan operasional satker dan revisi perubahan pejabat perbendaharaan.
 Revisi kedua pada tanggal 12 Juli 2016, revisi ini dilakukan secara kolektif oleh Biro Perencanaan karena adanya penghematan/blokir. Biro Organisasi dan Kepegawaian mendapat alokasi penghematan/blokir sebesar Rp. 4.000.000.000. Yang semula anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian Rp. 31.140.000.000, menjadi Rp. 31.140.000.000. Revisi ketiga pada tanggal 22 Juli 2016, revisi ini dilakukan secara kolektif oleh Biro Perencanaan karena adanya pemotongan dari hasil penghematan/blokir sebesar Rp. 4.000.000.000, sehingga terjadi perubahan Pagu Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi Rp. 27.140.000.000. Revisi keempat pada tanggal 30 September 2016, Biro Organisasi dan Kepegawaian kembali mendapat alokasi penghematan/blokir sebesar Rp. 1.500.000.000. Yang semula anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian Rp. 27.140.000.000, menjadi Rp. 25.640.000.000. Revisi ini juga dilakukan secara kolektif oleh Biro Perencanaan.
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 Hingga akhir tahun anggaran, Biro Organisasi dan Kepegawaian memiliki PAGU sebesar Rp 25.640.000.000,-. Dibandingkan dengan PAGU anggaran akhir tahun 2015 sebesar Rp 21.122.500.000,-. Terdapat kenaikan PAGU sebesar Rp 4.517.500.000,- atau 21,39% terhadap PAGU anggaran tahun 2015. Rincian perbandingan realisasi anggaran antar output kegiatan pada tahun 2016 dan 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;
 No Indikator
 Kinerja Output
 PAGU Akhir Tahun
 2016 2015
 Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %
 1 Penataan Kelembagaan 1.404.430.000 1.323.439.173 94,23 776.724.000 622.181.300 80,10
 2 Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja
 2.108.150.000 2.044.399.791 96,98 1.311.485.000 1.251.660.767 95,44
 3 Ketatalaksanaan 1.191.700.000 939.743.850 78,86 582.512.000 378.360.600 64,95
 4 Reformasi Birokrasi 1.122.200.000 1.094.301.350 97.51 824.616.000 734.496.276 89.07
 5 Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai
 6.406.505.000 6.287.420.190 98,14 4.551.556.000 4.074.729.850 89,52
 6 Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai
 4.718.400.000 4.369.791.490 92,61 3.001.576.000 2.478.540.718 82,57
 7 Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan
 1.643.310.000 1.616.135.792 98,35 1.733.983.000 1.452.696.400 83,78
 8 Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
 548.000.000 484.692.025 88,45 442.775.000 335.756.500 75,83
 9 Kegiatan dan Pembinaan 6.497.305.000 6.320.514.390 97,28 5.049.642.000 4.616.184.482 91,42
 T O T A L 25.640.000.000 24.480.438.051 95,48 18.274.869.000 15.944.606.893 87,25
 Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Tahun 2016 dan 2015
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp 24.480.438.051,- atau 95,48% dari total anggaran sebesar Rp 25.640.000.000,-. Terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 1.159.561.949,- atau sebesar 4.52%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2015 sebesar Rp 15.944.606.893,- atau 87.25% dari total PAGU anggaran sebesar 18.274.869.000,- dengan efisiensi anggaran sebesar 12.75%. Efisiensi anggaran tahun ini lebih kecil daripada tahun sebelumnya dikarenakan target kinerja tahun 2016 jauh lebih meningkat secara kualitas dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal tersebut dapat dilihat dari perubahan indikator kinerja tahun 2016.
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 BAB IV
 P E N U T U P
 Tahapan dalam penyusunan Laporan Kinerja mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga harus disusun secara sinergi dan komprehensif serta berkesinambungan agar menjadi satu pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Mengingat Laporan Kinerja merupakan suatu instrumen pelaporan akuntabilitaas kinerja, yang hasilnya digunakan sebagai salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban pimpinan dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan ke depan maka untuk menghasilkan informasi yang baik dan akurat, harus dilakukan Analisa Capaian Kinerja yang meliputi pencapaian kinerja output terhadap target kinerja tahun berjalan, tahun sebelumnya, dan target kinerja jangka menengah. Selain itu, indikator efisiensi penggunaan sumber daya juga harus diperhitungkan dan diukur dengan tepat.
 Berdasarkan hasil analisa capaian kinerja output kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa seluruh target kinerja Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dapat dicapai (100%), bahkan seluruh indikator kinerja memiliki realisasi diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian tahun 2016 dapat diklasifikasikan BAIK. PAGU anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian tahun 2016 adalah sebesar Rp 25.640.000.000,-. Hingga akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp 24.480.438.051,- atau 95,48%. Terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 1.159.561.949,- atau sebesar 4,52%.
 Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2016 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian dan telah selaras dengan target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan strategis/ penting yang berhasil dilaksanakan dalam tahun pelaporan ini antara lain: 1) Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian sebesar 82,22, 2) Penilaian Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Pertanian oleh Ombudsman RI sebesar 98,62 masuk dalam Zona Kepatuhan Hijau , 3) Terbitnya Dokumen Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, 4) Pelaksanaan Seleksi Terbuka Dalam Rangka Pengisian Jabatan Struktural Eselon I, II, dan Atase Lingkup Kementerian Pertanian. Laporan Kinerja Tahun 2016 merupakan pelaporan kedua dari penjabaran rencana kinerja periode 2015 – 2019. Biro Organisasi dan Kepegawaian telah banyak melakukan perubahan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian dalam rangka melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi yang telah digulirkan. Dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maka arah kebijakan kedepan yang akan dilakukan pada periode kedepan adalah pemantapan dan penguatan pelaksanaan beberapa kegiatan strategis yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Pemantapan yang akan dilakukan pada periode berikutnya meliputi 1) Penguatan kelembagaan lingkup Kementerian Pertanian berbasis kinerja. 2) Penguatan kualitas ketatalaksanaan yang mampu menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pertanian baik pusat maupun daerah. 3) Peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur pertanian. dan 4) Pelayanan prima dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian. Pemantapan dari beberapa
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 kegiatan strategis ini akan diiringi dengan pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai dengan dinamika perubahan peraturan – peraturan dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mungkin terjadi pada periode kedepan.
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Biro Organisasi dan Kepegawaian Setjen Kementan
 1
 SURVEY PELAKSANAAN TUGAS
 DI BIDANG KELEMBAGAAN DAN SDM APARATUR
 LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
 I. IDENTITAS RESPONDEN
 (Isilah dan berilah tanda silang “x”)
 1. Nama Unit Kerja : .......................................................................
 2. Jabatan : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 Pejabat Administrator
 Pejabat Pengawas
 Fungsional
 Pelaksana
 3. Golongan : I II III IV
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
 5. Usia : 21 – 30 31 – 40
 41 – 50 > 50
 6. Pendidikan Terakhir : S-1 S-2 S-3
 Diploma SMU
 II. PERTANYAAAN
 Berilah tanda silang (x) pada Skala Rating dibawah ini menurut kondisi Anda
 sebenarnya. Apabila terdapat pertanyaan yang tidak dimengerti, harap
 menghubungi Tim Survey.
 A. Organisasi
 1. Bagaimana tingkat pendistribusian pekerjaan di unit kerja Anda?
 1 2 3 4 5
 Sangat Tidak
 Baik
 Tidak Baik Tidak Tahu Baik Sangat Baik
 2. Setiap pegawai yang ada di instansi Anda telah memiliki tanggung jawab
 pekerjaan masing-masing ?
 1 2 3 4 5
 Sangat Tidak
 Setuju
 Tidak Setuju Tidak Tahu Setuju Sangat
 Setuju
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 2
 3. Bagaimana kondisi kesesuaian antara jumlah pekerjaan dengan jumlah
 pegawai yang ada di unit kerja Anda ?
 1 2 3 4 5
 Sangat Tidak
 Sesuai
 Tidak Sesuai Tidak Tahu Sesuai Sangat
 Sesuai
 4. Penataan organisasi di unit kerja Anda sudah sesuai dengan kebutuhan
 organisasi ?
 1 2 3 4 5
 Sangat Tidak
 Sesuai
 Tidak Sesuai Tidak Tahu Sesuai Sangat
 Sesuai
 5. Pelaksanaan tupoksi unit kerja Anda telah berjalan secara efisien dan efektif
 sesuai dengan visi dan misi yang ada ?
 1 2 3 4 5
 Sangat Tidak
 Setuju
 Tidak Setuju Tidak Tahu Setuju Sangat
 Setuju
 B. Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 1. Penerapan Nilai – Nilai Budaya Kerja (Komitmen, Keteladanan,
 Profesionalisme, Integritas, Disiplin) sudah berjalan dengan baik di unit kerja
 Anda ?
 1 2 3 4 5
 Sangat Tidak
 Setuju
 Tidak Setuju Tidak Tahu Setuju Sangat
 Setuju
 2. Anda mengetahui dan memahami seluruh Standar Pelayanan Publik (SPP) di
 unit kerja Anda ?
 1 2 3 4 5
 Sangat Tidak
 Setuju
 Tidak Setuju Tidak Tahu Setuju Sangat
 Setuju
 3. Unit kerja Anda saat ini memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP) yang
 memadai ?
 1 2 3 4 5
 Sangat Tidak
 Setuju
 Tidak Setuju Tidak Tahu Setuju Sangat
 Setuju
 4. Seluruh pekerjaan utama di unit kerja Anda (Pelayanan Publik) telah memiliki
 Standar Operasional Prosedur (SOP) ?
 1 2 3 4 5
 Sangat Tidak Tidak Setuju Tidak Tahu Setuju Sangat
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 3
 Setuju Setuju
 5. Bagaimanakah penerapan elektronisasi dokumen di instansi Anda ?
 1 2 3 4 5
 Sangat Tidak
 Baik
 Tidak Baik Tidak Tahu Baik Sangat Baik
 C. Sumber Daya Manusia Aparatur
 1. (Berdasarkan Kompetensi) perencanaan dan penempatan pegawai sudah sesuai
 dengan kebutuhan unit kerja Anda ?
 1 2 3 4 5
 Sangat Tidak
 Setuju
 Tidak Setuju Tidak Tahu Setuju Sangat
 Setuju
 2. Penetapan kelas jabatan (Dasar Pembayaran Tunkin) sudah sesuai dengan
 kebutuhan unit kerja Anda ?
 1 2 3 4 5
 Sangat Tidak
 Setuju
 Tidak Setuju Tidak Tahu Setuju Sangat
 Setuju
 3. Implementasi penegakan disiplin pegawai di unit kerja Anda sudah berjalan
 dengan baik dan objektif ?
 1 2 3 4 5
 Sangat Tidak
 Setuju
 Tidak Setuju Tidak Tahu Setuju Sangat
 Setuju
 4. Pemberian Tunjangan Kinerja di unit kerja Anda sudah sesuai dengan
 Permentan Nomor 6 Tahun 2016 ?
 1 2 3 4 5
 Sangat Tidak
 Setuju
 Tidak Setuju Tidak Tahu Setuju Sangat
 Setuju
 5. Evaluasi terhadap Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di unit kerja Anda telah
 dilakukan secara berkala ?
 1 2 3 4 5
 Sangat Tidak
 Setuju
 Tidak Setuju Tidak Tahu Setuju Sangat
 Setuju
 Terima Kasih Atas Kerja Samanya
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